MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 08/M-DAG/PER/2/2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

Menimbang

NOMOR 37/M-DAG/PER/9/2007 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka mendukung kemudahan
berusaha bagi pelaku usaha di bidang
perdagangan, perlu mengubah beberapa ketentuan
mengenai kewajiban pembaharuan Tanda Daftar
Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang
Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 116/M-DAG/PER/12/2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan
Pendaftaran Perusahaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri  Perdagangan tentang Perubahan  Kedua
atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan

Pendaftaran Perusahaan;



Mengingat

Menetapkan :
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1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib
Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3214);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan
Pendaftaran Perusahaan sebagaimana telah diubah
dengan  Peraturan Menteri Perdagangan  Nomor
116/M-DAG/PER/12/2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan
Pendaftaran Perusahaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 1999);

S. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 37/M-DAG/PER/9/2007 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan
Pendaftaran Perusahaan  sebagaimana telah  diubah
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
116/M-DAG/PER/12/2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang
Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1999) diubah sebagai
berikut:
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Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5

(6)

(7)

(8)

Pasal 9
Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh pemilik,
pengurus, penanggung jawab, atau kuasa perusahaan
yang sah pada KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya di
tempat kedudukan perusahaan.
Kuasa perusahaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak termasuk kuasa untuk menandatangani
formulir pendaftaran perusahaan.
Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan mengisi
formulir pendaftaran perusahaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II.A sampai dengan
Lampiran ILF Peraturan Menteri ini yang
disampaikan langsung kepada Kepala
Kabupaten/Kota/Kotamadya dengan melampirkan
dokumen-dokumen persyaratan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.
Pendaftaran perusahaan bagi agen perusahaan atau
anak perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan bentuk
perusahaannya.
Formulir pendaftaran perusahaan untuk Perseroan
Terbatas (PT) ditandatangani oleh pengurus atau
penanggung jawab perusahaan.
Formulir pendaftaran perusahaan untuk Koperasi,
Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan,
dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL) ditandatangani oleh
pemilik, pengurus, atau penanggung jawab perusahaan.
Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya mensahkan
pendaftaran perusahaan dan menerbitkan TDP paling
lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak formulir
pendaftaran dan dokumen persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diterima secara benar dan
lengkap.
Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. O,- (nol

rupiah).



&)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)
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TDP diterbitkan berdasarkan bentuk perusahaan
dengan menggunakan blanko warna sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV.A sampai dengan
Lampiran IV.F Peraturan Menteri ini.

Perusahaan yang telah menerima TDP harus
memasang TDP di tempat yang mudah dibaca dan
dilihat oleh umum dan nomor TDP harus dicantumkan
pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan
yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.
Penolakan Pendaftaran dilakukan apabila pengisian
formulir pendaftaran perusahaan belum benar
dan/atau dokumen belum lengkap.

Penolakan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (11) disampaikan oleh KPP Kabupaten/
Kota/Kotamadya secara tertulis kepada perusahaan
paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak
diterimanya isian formulir pendaftaran perusahaan
disertai alasan penolakan dengan menggunakan
format surat penolakan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini.

Apabila perusahaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (12) dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari
kerja terhitung sejak diterimanya surat penolakan,
tidak melaksanakan pembetulan dan/atau melengkapi
dokumen persyaratan, wajib melakukan pendaftaran
ulang dengan mengisi formulir pendaftaran ulang
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A sampai
dengan Lampiran II.F Peraturan Menteri ini.

TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib
diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum
masa berlakunya berakhir.

Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal,

yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 9A
Bagi perusahaaan yang akan memperbaharui TDP
cukup menyampaikan surat pemberitahuan kepada
Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya mengenai
berakhirnya masa berlaku TDP dengan melampirkan
fotokopi TDP yang lama.



(2)

(3)

(4)

(5)
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Penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual
atau elektronik dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VA yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya menerbitkan
TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak
diterimanya surat pemberitahuan pembaharuan TDP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Jika dalam waktu 3 (tiga) hari kerja pembaharuan TDP
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
diterbitkan, maka TDP yang lama dianggap tetap
berlaku dan sudah diperbaharui.

Pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dikenakan biaya administrasi sebesar

Rp. 0,- (nol rupiah).

Ketentuan Pasal 23 dihapus.

Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 27

Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2),
Pasal 9 ayat (13), Pasal 13 ayat (1) atau ayat (4),
dan Pasal 19 ayat (2), dikenakan sanksi sebagaimana
diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor
3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Perusahaan yang memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12, dikenakan sanksi
sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (13), Pasal 10, Pasal 14
ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), dikenakan sanksi
sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Di antara Lampiran V dan Lampiran VI disisipkan 1 (satu)
lampiran, yakni Lampiran VA mengenai format surat
pemberitahuan pembaharuan Tanda Daftar Perusahaan.



Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
22 Februari 2017.

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2017

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 22 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 322

Salinan sesuai dengan aslinya







LAMPIRAN VA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  08/M-DAG/PER/2/2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 37/M-DAG/PER/9/2007 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMBAHARUAN
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

(Kop Perusahaan)

Kepada Yth.

Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan/PTSP di
Kabupaten/Kota/Kotamadya

s f—

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
Jabatan
Perusahaan

Alamat Perusahaan

Nomor TDP
dengan ini memberitahukan bahwa masa berlaku Tanda Daftar Perusahaan
(TDP) perusahaan kami akan berakhir pada tanggal ... bulan ... tahun ..,

karena itu kami bermaksud memperbaharui Tanda Daftar Perusahaan
(TDP) dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan fotokopi
atau scan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) perusahaan kami.

Demkian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu, kami sampaikan
terima kasih.

Hormat kami,
Ttd.
(Nama Jelas)

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

n-sesuai dengan aslinya ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA



